Akuntabilitas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh
entitas, baik entitas pemerintah maupun entitas bisnis  untuk
pertanggungiawaban kepada pihak berwenang. Akuntabilitas merupakan
garda depan untuk menuju Goad Govermance berkaitan dengan bagsimana



(B

instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan  penggunaan
anggaran negora  untuk  sebaik-baiknya  dalam  pelayanman  publik.
Mewujudkan pengelolaan kewangn yanmg baik dan efektif serta
menyelaraskan Good  Govermance yaitu mengutnmakan  kepentingan
masyarakat. Putri (2019). menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan
Desa masyarakiit perlu dilibatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
Tidac iyt il ross peercanan, e syl g
sangat diperlukan didalam pengawasan pengelolaan kewangan Desa.
Pentingon pengawasan yang dilmtknn::# masyarkat adaloh untuk
menghindari terjadinya penyimpangan  dan ketidaksesusian  dalam
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan difaksanakan. Semakin
keterlibatan masyusrakat dalam pengelolaan kevangan Dess, maka
pengelolaan keuangsn Desa akan semakin efektif. Pengelola sumber daya
pemerintah perlu menginformasikan kegamwm#al untuk
mendapatkan kaperca}ra.ﬁn masyarakat don mempudi jembatan  sniara
emerintah dan masyarakal. Akuntabilitos dalam pengelofaan Dana Desa
-sangat pmhm:nhn_mmbml masyarakat lebih percaya terhadap
tindakan pemerintah sehingga pengelolaan Desa dapat ditingkatkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kadua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. Pemerintsh merupakan sebuah organisasi yang

memberikan pelayanan (Service) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat



disemua sektor. Di sektor prival, akuntabilitas muncul secara olomatis
setelah suatu entitas menerbitkan surat berharga di pasar modal dan suatu
entitas menguasai asset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar
orang (Narsa dan Isnalita, 2017).

Dana Desa diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Beélanj

kmﬁhnﬂﬂﬂ@l

oleh beberapa faktor antara lain: ketersediaon pelayanan dasar, kondisi
Untuk itu perlu diperhatikan pengelolaan keuangan Desa yang harus



dikelola secara transparasi. akuntabel. partisipatif serta dilakukan secam
tertib dan disiplin agar raan masyvarakat dapat terwujud.
Peraturan Bupati Kabupaten Klaten (PERBUF} Nomor 46 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksansan Pengelolsan dan Priontas Penggunaan
Dana Desa di Kabupaten Klaten Jahun 2022 diharpkan dapat lebih
mengoptimalkan pengunaan Ihnl]h agar sesuai fujuan dan sasaran.
 Pembangunan Desa terlihat dori tingkat kenaikan Dana Desa yang diberikan
setiap tahunnya, Anggaran yang disedikan Pemerintah Pusat untuk program
Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp2 ! triliun, pada tahin 2016 sehesar
Rp47 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, pﬁhﬁﬁﬂli@dﬁm
- Rpél triliun. pada tahun 2019 sebesar Rp70 triliun, pada tahun 2020 sebesar
l‘i‘ﬂ. triliun, dan puda tahun 2021 sehesar Rp72 tnliun. Dana Alokasi
Khosus (DAK) dikurangi dengan mmperhiyﬁiﬁﬂ:_ﬁﬂﬂtw alokasi
pada Dana Desa minimal 10% dari Dana trunsfer Pusat ke duerah.
ensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang diperiukan
untuk melakukan atay melaksanakan pﬂkwpmbmdnsmkan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap ket dsam menyelesikan sustu pokerjon sau
tugas sesuai denga.ﬁ standar ic'i'nﬂja y:mg ﬂfteti;pkan_ Definisi kompetensi

menurut Depdikbud { 1994 adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu
dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai
kineja yang dinginakan. Kemampuan atao keterampilan  dapat

mempengarahi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dengan adanya



kemampuan atay keterampilan yang diniliki aparatur Desa maka akan
memiliki kontrol atas pengelolaan Dana Desa. Kartika Restu Aprilya (2020)
menemukan bahwa kemampuan sparatur pengelolan Dana Desa berdampak
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolan Dana Desw.
Sebaliknya, Siti Sarah, Tufeni Tufil dan Devi Safitri (2020) menemukan

pengelolaan keuangan Desa yang baik. Semakin baik Sistem Pengendalian
Intern maka akan semakin bertanggungjawab pengelolaan Dana Desa. Dari
penelitian vang dilakukan oleh Muhamad Rifa’l, Jubertus dan Riski Aprilia
Dwi Susanti (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian fnternal

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengeloaan alokasi Dana



Desa, berbeda dengan Siti Sarah, Tufeni Tufik dan Devi Safitri (2020)
menunjukkan sistem pengendalian fnrermal tidak berpengaruh secara positif

terhadap pengelolaan Dana Desa.
Selain  Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dun  Sistem
Pengendalian Jutern adapun Teknelogi Informasi merupakan salah satu
pengelolasn Dana  Desa.

menulis judul skripsi tentang Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Aparatur
Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa Pada Kecamatun Karangdowo,



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan
beberapa masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah kompetensi aparatur pengelola Dana Desa berpengaruh positif

2. Membuktikan secara empiris pengaruh positif dan signifikan
Diana Desa.



3. Membuktikan secar empiris pengaruh positif dan signifikan
sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
Dana Desa.

4. Membuktikan secara empiris pengaruh positif dan signifikan

i I tehadin akuntabili

2. Manfaat praktis :
a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  informasi  kepada masyarakst  agar



masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih baik
dalam mengelola Dana Desa.

b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan masukan stau informasi mengenai
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Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalu
selanjutnya.
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